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GUBERNUR GORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR llTAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGAATASPERATURANGUBERNURGORONTALONOMOR2
TAHUN2014 TENTANGPROSEDUR PEMBAYARANDANPEMBEBANAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,

Menimbang : a bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan efektif,
efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai
ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa terhadap Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 2 Tahun
2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Gorontalo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Gubemur Gorontalo Nornor 2 Tahun 2014 tentang Prosedur
Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

-' 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
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Menetapkan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana te1ah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:
PERATURANGUBERNUR GORONTALOTENTANG PERUBAHAN
KETIGAATASPERATURANGUBERNURGORONTALONOMOR 02
TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN DAN
PEMBEBANAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.
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Pasal1
Ketentuan dalam Peraturan Gubemur Gorontalo Nomor 02 Tahun
2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran
Pendapatan dan Be1anja Daerah (Berita daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2014 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21
dan angka 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDyang selanjutnya
disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD~pejabat yang
melakukan pengujian atas perintah pembayaran
mengenai ketersediaan anggaran, kelengkapan , dan
keabsahan hak tagih.

36. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf a angka 1 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
a. Penyiapan dan penandatanganan SPP diatur sebagai berikut:

1. SPP-TUP, SPP-TUP Nihil dan SPP-LS oleh PA/KPA/PPTK
dan bendahara penge1uaran;

2. SPP-UP oleh PA;
3. SPP-GUP dan SPP-GUP Nihil oleh Bendahara

Pengeluaran.

3. Ketentuan Pasal29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
PPK-SKPDmenguji ulang hasil pekerjaan sesuai dengan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan menyiapkan Surat
Perintah Membayar jika kelengkapan dokumen sudah sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan serta se1anjutnya diteruskan
kepada KPAuntuk ditanda tangani setelah diberikan paraf oleh
PPK.
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Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

2015

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 1.0 4e~t:J:t~ts; 2015
INSI GORONTALO,

BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2015 NOMOR 1J
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